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ABSTRACT

This study analyzes the implementation of the policy on converting administrative positions into
functional positions at the Coordinating Ministry for Infrastructure and Regional Development
as part of the bureaucratic simplification agenda. The study employed a qualitative approach
with a policy study design. Data were collected through in-depth interviews, observation, and
document analysis, and were examined using Van Meter and Van Horn's policy implementation
model. The findings show that the policy has been formally implemented through job mapping,
determination of equivalent functional positions, official appointment, and adjustment of job class
and performance allowance. However, substantive implementation has not been fully achieved
because the conversion process has emphasized administrative compliance rather than work-
system transformation. Functional officials resulting from the conversion continue to perform
coordinative and administrative duties similar to their previous structural roles, creating role
ambiguity, double workloads, and mismatches between competencies and functional assignments.
Supporting factors include a strong regulatory basis, formal leadership commitment, and
organizational restructuring. Inhibiting factors include limited human resource competencies,
weak professional development for functional positions, suboptimal communication and
coordination, and unclear substantive indicators of policy success. The study concludes that
successful job conversion requires restructuring business processes, strengthening coaching and
performance assessment mechanisms for functional officials, and conducting monitoring and
evaluation that emphasize not only administrative compliance but also substantive outcomes.
Keywords: policy implementation, job conversion, functional positions, bureaucratic reform

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan penyetaraan jabatan
administrasi ke dalam jabatan fungsional di Kementerian Koordinator Bidang
Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagai bagian dari agenda
penyederhanaan birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain
studi kebijakan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi
dokumentasi, lalu dianalisis dengan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van
Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah terlaksana
secara formal melalui pemetaan jabatan, penetapan jabatan fungsional, pelantikan, serta
penyesuaian kelas jabatan dan tunjangan kinerja. Namun, implementasi substantif belum
sepenuhnya tercapai karena proses penyetaraan lebih menekankan kepatuhan
administratif dibanding transformasi sistem kerja. Pejabat fungsional hasil penyetaraan
masih menjalankan tugas koordinatif dan administratif yang menyerupai jabatan
struktural sebelumnya, sehingga muncul ambiguitas peran, beban kerja ganda, dan
ketidaksesuaian antara kompetensi dengan jabatan fungsional yang ditempati. Faktor
pendukung implementasi meliputi dasar regulasi yang kuat, komitmen formal pimpinan,
dan penyesuaian struktur organisasi. Sementara itu, faktor penghambat meliputi
keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, lemahnya pembinaan jabatan fungsional,
belum optimalnya komunikasi dan koordinasi, serta belum jelasnya indikator
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keberhasilan substantif kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan
penyetaraan jabatan menuntut penataan ulang proses bisnis, penguatan pembinaan dan
penilaian kinerja jabatan fungsional, serta monitoring dan evaluasi yang tidak hanya

administratif, tetapi juga substantif.

Kata kunci: implementasi kebijakan, penyetaraan jabatan, jabatan fungsional, reformasi

birokrasi

PENDAHULUAN

Penyederhanaan birokrasi merupakan
salah satu agenda reformasi administrasi
publik di Indonesia yang diarahkan untuk
menciptakan organisasi pemerintahan
yang lebih lincah, profesional, dan
berbasis keahlian. Salah satu instrumen
kebijakan yang digunakan untuk
mencapai  tujuan  tersebut adalah
Peraturan  Menteri ~ Pendayagunaan
Aparatur  Negara dan  Reformasi
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke
dalam Jabatan Fungsional. Melalui
kebijakan ini, jabatan administrator,
pengawas, dan sebagian jabatan
pelaksana disetarakan ke dalam jabatan
fungsional yang setara dengan harapan
dapat mengurangi hierarki, mempercepat
pengambilan keputusan, dan
memperkuat profesionalisme aparatur
sipil negara.

Secara normatif, penyetaraan jabatan
dipandang sebagai langkah strategis
untuk mendorong birokrasi yang lebih
efisien sekaligus meningkatkan kualitas
pelayanan  publik. = Akan tetapi,
implementasi kebijakan tidak hanya
ditentukan oleh kejelasan regulasi,
melainkan juga oleh kesiapan organisasi,
sumber daya manusia, pola komunikasi

antarpelaksana,  serta =~ kemampuan
birokrasi menyesuaikan proses
bisnisnya. Dalam  konteks itu,

implementasi  kebijakan penyetaraan
jabatan  sering kali menimbulkan
persoalan  baru, terutama  ketika
perubahan nomenklatur jabatan tidak

diikuti dengan perubahan sistem kerja
dan budaya organisasi.

Pada tataran empiris, berbagai
penelitian terdahulu menunjukkan bahwa
penyederhanaan birokrasi dan
penyetaraan  jabatan belum selalu
menghasilkan ~ perubahan  substantif.
Studi di sejumlah pemerintah daerah dan
kementerian ~ menunjukkan  bahwa
kebijakan ini kerap berhenti pada
perubahan formal, sedangkan praktik
kerja pegawai masih didominasi pola

struktural lama. Kesenjangan
kompetensi, lemahnya  pembinaan
jabatan fungsional, persoalan

kompensasi, dan resistensi pegawai
merupakan sejumlah isu yang sering
muncul dalam implementasi kebijakan
penyetaraan jabatan.

Penelitian ini memfokuskan perhatian
pada Kementerian Koordinator Bidang
Infrastruktur dan Pembangunan
Kewilayahan (Kemenko Infra).
Pemilihan lokus ini penting karena
Kemenko Infra merupakan kementerian
koordinator yang menjalankan fungsi
koordinasi lintas sektor serta berada
dalam situasi konsolidasi kelembagaan.
Dalam konteks tersebut, penyetaraan
jabatan  tidak hanya menyangkut
penataan kepegawaian, tetapi juga
berkaitan dengan penyesuaian peran,
pembagian  kerja, dan  kapasitas
organisasi dalam menjalankan fungsi
koordinatif.

Berbeda dengan sebagian penelitian
sebelumnya yang banyak menelaah
implementasi kebijakan di pemerintah
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dacrah  atau  kementerian  teknis,
penelitian ini menyoroti implementasi
penyetaraan jabatan pada kementerian
koordinator yang mengalami transisi
kelembagaan. Dengan demikian,
penelitian ini memiliki nilai kebaruan
pada  konteks organisasi, karena
mengkaji penyetaraan jabatan dalam
kementerian yang dituntut menjalankan
fungsi koordinasi strategis sambil menata
struktur kelembagaan yang relatif baru.
Penelitian ini bertujuan untuk: (1)
menganalisis implementasi kebijakan
penyetaraan jabatan administrasi ke
dalam jabatan fungsional di Kemenko
Infra; (2) mengidentifikasi faktor-faktor
pendukung dan penghambat
implementasi  kebijakan; dan (3)
merumuskan implikasi perbaikan untuk
meningkatkan efektivitas implementasi
kebijakan. Secara teoritis, penelitian ini
memperkaya  kajian  implementasi
kebijakan publik melalui penggunaan
model Van Meter dan Van Horn. Secara
praktis, hasil penelitian diharapkan
menjadi bahan evaluasi bagi organisasi
pemerintah dalam memperkuat reformasi
birokrasi yang tidak berhenti pada aspek
administratif, tetapi juga menyentuh
transformasi kerja secara substantif.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Administrasi Publik

Administrasi ~ publik  merupakan
cabang ilmu sosial yang mempelajari
bagaimana negara mengelola organisasi
pemerintahan, melaksanakan kebijakan
publik, serta memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Administrasi publik
tidak hanya dipahami sebagai aktivitas
administratif semata, tetapi juga sebagai
proses pengelolaan kepentingan publik
melalui mekanisme pemerintahan yang
terstruktur dan akuntabel. Woodrow

Wilson mendefinisikan  administrasi
publik sebagai pelaksanaan hukum
publik secara rinci dan sistematis,
sehingga  administrasi  diposisikan
sebagai instrumen pelaksana keputusan
politik negara.

Leonard D. White menjelaskan bahwa
administrasi publik mencakup seluruh
aktivitas yang bertujuan melaksanakan
kebijakan negara. Sementara itu, Dwight
Waldo menegaskan bahwa administrasi
publik tidak hanya bersifat teknis dan
manajerial, tetapi juga mengandung
dimensi politik, etika, dan nilai publik
dalam setiap proses penyelenggaraannya.
Dalam perspektif  yang lebih
kontemporer, Denhardt dan Denhardt
melalui paradigma New Public Service
menempatkan ~ administrasi ~ publik
sebagai aktivitas pelayanan kepada
masyarakat dengan menekankan nilai
demokrasi, partisipasi publik, dan
akuntabilitas pemerintahan.

Perkembangan administrasi publik
menunjukkan adanya pergeseran
paradigma dari birokrasi klasik menuju
tata kelola pemerintahan yang lebih
fleksibel dan berorientasi pelayanan.
Paradigma Old Public Administration
menekankan hierarki, prosedur formal,
dan efisiensi Dbirokrasi sebagaimana
dikemukakan Max Weber. Selanjutnya,
paradigma New Public Management
(NPM) memperkenalkan prinsip
manajemen  sektor swasta dalam
birokrasi melalui orientasi kinerja,
efisiensi, dan efektivitas organisasi
publik. Namun, paradigma tersebut
kemudian  dikritik  karena terlalu
menekankan efisiensi ekonomi dan
mengabaikan nilai-nilai publik. Sebagai
respons, paradigma New Public Service
menempatkan masyarakat sebagai pusat
pelayanan publik dan menekankan
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pentingnya kolaborasi, profesionalisme,
serta  kepentingan  publik  dalam
penyelenggaraan pemerintahan.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya
merupakan keputusan atau tindakan
pemerintah yang diarahkan untuk
menyelesaikan persoalan publik. Easton
mendefinisikan  kebijakan  sebagai
dampak dari aktivitas pemerintah,
sedangkan ~ Anderson = memandang
kebijakan publik sebagai respons sistem
politik terhadap tuntutan dan dukungan
yang berkembang di masyarakat.
Thomas R. Dye menyatakan bahwa
kebijakan publik adalah apa pun yang
dipilih pemerintah untuk dilakukan atau
tidak dilakukan (whatever government
chooses to do or not to do). Dengan
demikian, kebijakan publik tidak hanya
mencerminkan tindakan pemerintah,
tetapi juga keputusan pemerintah untuk
tidak melakukan tindakan tertentu.

William Dunn menjelaskan bahwa
kebijakan publik merupakan bagian dari
proses pemecahan masalah publik yang
meliputi tahap perumusan masalah,
formulasi  kebijakan, implementasi,
hingga evaluasi kebijakan. Oleh karena
itu, kebijakan publik tidak dapat
dipahami  hanya sebagai  produk
keputusan politik, melainkan sebagai
rangkaian proses yang melibatkan
berbagai aktor, kepentingan, dan tujuan
tertentu. Kebijakan publik juga harus
mampu memberikan solusi terhadap
persoalan masyarakat melalui tindakan
pemerintah yang terarah dan dapat
dipertanggungjawabkan.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan
tahap penting dalam keseluruhan proses
kebijakan publik. Tahap ini berkaitan
dengan bagaimana kebijakan yang telah

dirumuskan dapat diterjemahkan dan
dijalankan secara nyata dalam praktik
pemerintahan. Van Meter dan Van Horn
mendefinisikan implementasi kebijakan
sebagai tindakan yang dilakukan oleh
individu atau organisasi untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan dalam
keputusan kebijakan. Dengan demikian,
keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya
ditentukan oleh kualitas formulasi
kebijakan, tetapi juga oleh efektivitas
implementasinya.

Agustino menegaskan bahwa
implementasi merupakan fase krusial
dalam kebijakan publik karena pada
tahap inilah tujuan kebijakan diuji
keberhasilannya di lapangan. Kebijakan
yang dirumuskan dengan baik dapat
mengalami kegagalan apabila
implementasinya tidak berjalan optimal.
Sebaliknya, kebijakan yang sederhana
sekalipun  dapat  berhasil apabila
didukung oleh implementasi yang
efektif. Oleh karena itu, implementasi
kebijakan dipengaruhi oleh berbagai
faktor seperti komunikasi, sumber daya,
struktur birokrasi, disposisi pelaksana,
dan kondisi lingkungan kebijakan.

4. Model Implementasi Kebijakan
Edward Gerston

Edward Gerston menjelaskan bahwa
keberhasilan implementasi kebijakan
dipengaruhi oleh empat faktor utama,
yaitu translation ability, resources,
limited number of players, dan
accountability. Model ini menekankan
bahwa implementasi kebijakan tidak
hanya  bergantung pada  kualitas
kebijakan, tetapi juga pada kemampuan
para pelaksana dalam menerjemahkan
kebijakan ke dalam tindakan konkret.

Dimensi translation ability berkaitan
dengan kemampuan pelaksana
memahami dan menerjemahkan
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kebijakan ke dalam langkah operasional.
Dimensi resources menekankan
pentingnya ketersediaan sumber daya
manusia,  anggaran, dan  sarana
pendukung dalam implementasi
kebijakan. Selanjutnya, limited number
of players berkaitan dengan efektivitas
koordinasi antaraktor yang terlibat dalam
implementasi  kebijakan, sedangkan
accountability menekankan pentingnya
mekanisme pertanggungjawaban dan
sistem evaluasi dalam pelaksanaan
kebijakan. Apabila keempat dimensi
tersebut  berjalan secara  optimal,
implementasi kebijakan akan lebih
efektif dan mampu mencapai tujuan yang

telah ditetapkan.

5. Penyetaraan Jabatan
Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional

Penyetaraan jabatan administrasi ke
dalam jabatan fungsional merupakan
bagian dari agenda reformasi birokrasi
yang  bertujuan  menyederhanakan
struktur organisasi pemerintahan agar
lebih dinamis, profesional, dan berbasis
keahlian. Kebijakan ini diatur dalam
Peraturan Menteri PANRB Nomor 17
Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan
Administrasi ke  dalam  Jabatan
Fungsional sebagai tindak lanjut program
penyederhanaan birokrasi.

Dalam kebijakan tersebut, jabatan
administrator, pengawas, dan pelaksana
dialihkan ke dalam jabatan fungsional
yang setara sesuai kompetensi dan
bidang tugasnya. Penyetaraan jabatan
dilakukan terhadap jabatan administrasi
yang terdampak penyederhanaan struktur
organisasi dan memiliki tugas yang dapat
dilaksanakan =~ melalui ~ pendekatan
keahlian atau keterampilan tertentu.
Kebijakan ini mencerminkan pergeseran
paradigma birokrasi dari pola struktural-

hierarkis menuju birokrasi profesional
berbasis kompetensi dan kinerja.

Jabatan fungsional dipandang sebagai
instrumen penting dalam menciptakan
aparatur sipil negara yang profesional
dan berbasis merit system. Namun
demikian, implementasi  kebijakan
penyetaraan jabatan masih menghadapi
berbagai tantangan, seperti kesiapan
sumber daya manusia, penyesuaian
budaya organisasi, serta persepsi aparatur
terhadap perubahan pola karier birokrasi.
Oleh karena itu, implementasi kebijakan
penyetaraan  jabatan memerlukan
dukungan regulasi, koordinasi
kelembagaan, dan penguatan kapasitas
aparatur agar tujuan reformasi birokrasi
dapat tercapai secara optimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
implementasi  kebijakan penyetaraan
jabatan di Kemenko Infra berlangsung
secara top-down sebagai tindak lanjut
langsung dari kebijakan nasional. Secara
formal, implementasi dilaksanakan
melalui tahapan pemetaan jabatan
administrasi yang terdampak, penentuan
jabatan  fungsional yang  setara,
pelantikan pejabat fungsional, serta
penyesuaian kelas jabatan dan tunjangan
kinerja. Proses ini menunjukkan bahwa
organisasi telah memenuhi tuntutan
administratif kebijakan.

Akan tetapi, implementasi substantif
belum sepenuhnya tercapai. Penentuan
jabatan  fungsional lebih  banyak
dilakukan dengan mencocokkan jabatan
struktural lama dengan nomenklatur
jabatan fungsional yang tersedia, tanpa
diikuti  penilaian kompetensi yang
mendalam. Akibatnya, tingkat
kesesuaian antara kapasitas ASN dengan
jabatan fungsional yang disematkan
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menjadi beragam. Pada fase awal
implementasi, fokus organisasi lebih
diarahkan pada penyelesaian target
administratif ~ sehingga  pembekalan
peran, penguatan pemahaman jabatan
fungsional, dan penataan sistem kerja
belum menjadi prioritas utama.

Dari aspek struktur organisasi,
perubahan yang terjadi cenderung
bersifat formal. Organisasi memang
menjadi lebih ramping dan datar, tetapi
fungsi-fungsi koordinatif dan
administratif yang sebelumnya melekat
pada jabatan struktural masih terus
dijalankan. Dalam praktik sehari-hari,
pejabat fungsional hasil penyetaraan
tetap menjalankan tugas koordinatif,
pengendalian kegiatan, dan pekerjaan
administratif yang menyerupai peran
struktural ~ sebelumnya. Situasi ini
menimbulkan ambiguitas peran dan
beban kerja ganda karena pejabat
fungsional berada pada posisi sebagai
pelaksana tugas keahlian sekaligus
pengganti informal fungsi struktural.

Berdasarkan variabel standar dan
tujuan kebijakan, penelitian menemukan
bahwa para informan pada umumnya
memahami tujuan penyetaraan jabatan
sebagai upaya penyederhanaan birokrasi
dan penguatan profesionalisme ASN.
Namun, pemahaman itu tidak diikuti
indikator keberhasilan substantif yang
jelas. Keberhasilan implementasi masih
lebih sering diukur melalui jumlah
jabatan yang telah disetarakan atau
terselesaikannya  pelantikan,  bukan
melalui peningkatan kualitas kinerja,
efektivitas koordinasi, atau penguatan
profesionalisme ASN. Ketiadaan
indikator substantif ini membuat evaluasi
kebijakan cenderung administratif.

Dari aspek sumber daya, secara
kuantitatif jumlah pegawai di Kemenko

Infra relatif memadai. Namun secara
kualitatif, masih terdapat kesenjangan
kompetensi antara latar belakang ASN
dengan tuntutan jabatan fungsional yang
ditempati. Sebagian pegawai mengalami
kesulitan dalam memenubhi target kinerja
berbasis output dan angka kredit karena
kompetensi jabatan fungsional yang
disematkan tidak sepenuhnya sejalan
dengan pengalaman dan keahlian
sebelumnya. Kondisi ini diperburuk oleh
terbatasnya pembinaan jabatan
fungsional, belum optimalnya pelatihan
adaptif, serta lemahnya dukungan tim
penilai angka kredit internal.

Pada dimensi karakteristik agen
pelaksana dan komunikasi
antarorganisasi, implementasi kebijakan
menunjukkan bahwa unit pengelola
kepegawaian dan pimpinan organisasi
berupaya memastikan kebijakan
terlaksana sesuai regulasi. Namun,
koordinasi  antarunit kerja  dalam
menerjemahkan perubahan peran pejabat
hasil penyetaraan belum berjalan
optimal. Komunikasi kebijakan lebih
menekankan aspek prosedural dan
administratif, sedangkan penjelasan
mengenai perubahan peran, ekspektasi
kinerja, dan pengembangan karier
jabatan fungsional belum sepenuhnya
dipahami secara seragam oleh seluruh
ASN.

Dari sisi disposisi implementor,
penelitian menunjukkan adanya
dukungan formal terhadap agenda
reformasi birokrasi, tetapi dukungan
tersebut belum sepenuhnya
bertransformasi menjadi penerimaan
substantif. Sebagian ASN memandang
penyetaraan jabatan sebagai perubahan
administratif yang dilakukan secara tiba-
tiba dan minim ruang partisipasi.
Ketidakjelasan pola karier, keharusan
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memenuhi angka kredit, dan tetap
berlangsungnya tugas-tugas struktural
lama memunculkan resistensi laten di
kalangan pegawai.

Adapun dari dimensi lingkungan
sosial, eckonomi, dan politik,
implementasi  kebijakan berlangsung
dalam konteks kementerian yang tengah
mengalami  konsolidasi  organisasi.
Sebagai kementerian koordinator yang
relatif baru, Kemenko Infra menghadapi
tuntutan kinerja koordinatif yang tinggi
sekaligus penataan internal yang belum
sepenuhnya matang. Konteks ini
membuat implementasi penyetaraan
jabatan tidak sekadar menjadi persoalan
kepegawaian, tetapi bagian dari proses
perubahan organisasi yang lebih luas.
Karena itu, keberhasilan kebijakan
sangat dipengaruhi oleh kemampuan
organisasi menata proses bisnis, budaya
kerja, dan mekanisme koordinasi lintas
unit.

Temuan penelitian ini menguatkan
argumen bahwa kebijakan penyetaraan
jabatan tidak cukup dilaksanakan melalui
pengalihan nomenklatur jabatan semata.
Tanpa penataan proses bisnis, pembagian
peran yang jelas, sistem pembinaan yang
memadai, dan evaluasi berbasis hasil,
kebijakan justru berpotensi
mempertahankan logika struktural lama
dalam bungkus jabatan fungsional.
Dalam  konteks Kemenko  Infra,
reformasi birokrasi belum sepenuhnya
menghasilkan transformasi substantif
karena perubahan formal belum disertai
perubahan sistemik.

Implikasi kebijakan dari temuan ini
adalah pentingnya memperkuat
monitoring dan evaluasi kebijakan secara
berkala, bukan hanya pada aspek
kepatuhan administratif, tetapi juga pada
kesesuaian pelaksanaan tugas pejabat

fungsional dengan standar kompetensi
dan output jabatan. Organisasi juga perlu
menata ulang sistem kerja untuk
menghapus beban ganda, memperjelas
relasi koordinatif, mempercepat
pembentukan tim penilai angka kredit,
dan menyediakan pembinaan teknis yang
berkelanjutan. Dengan langkah tersebut,
penyetaraan jabatan dapat lebih dekat
pada tujuan awalnya, yaitu membangun
birokrasi yang profesional, adaptif, dan
berbasis keahlian.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan penyetaraan
jabatan administrasi ke dalam jabatan
fungsional di Kemenko Infra telah
terlaksana secara formal sesuai tahapan
regulasi, tetapi belum sepenuhnya
optimal secara substantif. Kebijakan
masih  cenderung  dipahami dan
dijalankan sebagai proses administratif,
sementara  praktik  kerja  pejabat
fungsional hasil penyetaraan masih
didominasi tugas koordinatif dan
administratif yang merefleksikan logika
struktural lama.

Faktor pendukung implementasi
kebijakan meliputi keberadaan dasar
regulasi yang kuat, komitmen formal
pimpinan, dan penyesuaian struktur
organisasi. Faktor penghambat yang
lebih dominan meliputi ketidaksesuaian
kompetensi dengan jabatan fungsional,
lemahnya pembinaan jabatan
fungsional, belum optimalnya
komunikasi dan koordinasi antarunit,
ketidakjelasan indikator keberhasilan
substantif, serta munculnya ambiguitas
peran dan beban kerja ganda.

Berdasarkan temuan tersebut,
keberhasilan  kebijakan penyetaraan
jabatan memerlukan penataan ulang
proses bisnis organisasi, penguatan
pembinaan dan penilaian kinerja jabatan
fungsional, serta monitoring dan
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evaluasi yang menekankan hasil
substantif. Dengan demikian, reformasi
birokrasi melalui penyetaraan jabatan
tidak  berhenti pada  perubahan
nomenklatur, tetapi benar-benar
mendorong penguatan profesionalisme
dan kinerja organisasi.
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